BUPATI BOGOR

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 54 TAHUN 2013
TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH

BUPATI BOGOR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas
Pendapatan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.Undang-Undang...
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. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang

Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :..



Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

w

. Bupati adalah Bupati Bogor.
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

() ¢ ) B

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor.

BAB II
URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 2

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III....
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 29 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 72



Kepada
Dari
Nomor

Tanggal :

Perihal

NOTA DINAS

Yth. Bupati Bogor

Sekretaris Daerah
/Nota/Per-UU/X /2013
Oktober 2013

Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pertimbangan disampaikannya naskah Peraturan Bupati tersebut yaitu bahwa
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan

Daerah.

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat
ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

DRS. ADANG SUPTANDAR, AK,,MM
Pembina Utama Muda

NIP. 196009041989031005




